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ABSTRAK

Sri Rahayu. Sinergitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Di Desa Alitta Kab. Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah
(dibimbing oleh Bapak Badruzzaman dan Bapak Wahidin)

Sinergitas adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang
menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan
sesuatu yang optimum. Hubungan kerjasama internal yang produktif dengan para
pemangku kepentingan. Perspektif pembaharuan desa dalam regulasi baru dibentuk
untuk membangun visi menuju kehidupan desa yang mandiri,demokratis dan
sejahtera.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat
deskriptif kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data
sekunder. Adapun teknik pengelolaan data adalah menggunakan metode observasi,
wawancara, dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan, credibility,
transferadibity, dependalibility, dan confimadibility, teknik analisis data
menggunakan metode data reduction ( reduksi data), display ( penyajian data ),
conclusing drawing / vertification ( menarik kesimpulan )

I) Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif
dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di Desa alitta mulai dari penyusunan
RPJ sampai pada tahapan pelaksanaan pembangunan dilakukan semua elemen
masyarakat turut terlibat didalam prosesnya.pembangunan di desa Alitta sudah cukup
bagus terlihat dari keterlibatan para masyarakatnya. Il) Lahirnya Undang undang
Nomor 6 Tahun 2014 proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang
selama ini menjadi objek pembangunan. Undang undang Nomor 6 tahun 2014
merupakan upaya dalam mewujudkan kemandirian desa.

Kata Kunci : Sinergitas, Pembangunan, Masyarakat
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
o Ta T Te
& Tha Th te dan ha
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik
dibawah)
z Kha Kh ka dan ha
> Dal D De

XV



5 dhal Dh de dan ha

J ra R Er

5 zai Z Zet

e sin S Es

& syin Sy es dan ye

R shad $ es (dengan titik
dibawah)

o dad d de (dengan titik
dibawah)

L ta t te (dengan titik
dibawah)

L za V4 zet (dengan titik
dibawah)

¢ ‘ain ¢ koma terbalik

keatas

d gain G Ge

< fa F Ef

3 qof Q Qi

XVi




4 kaf K Ka

J lam L El

? Mim M Em

O Nun N En

3 Wau W We

» Ha H Ha

. Hamzah ’ Apostrof
$ Ya A Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ()

b. Vokal

1)Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
I Fathah A A
! Kasrah I I
i Dammah U U

XVii



2)Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
G- fathah dan ya Ai adani
> fathah dan wau Au adanu
Contoh:
GS : kaifa
Js :haula
c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
&/ fathah dan alif atau A a dan garis diatas
ya

(- kasrah dan ya I I dan garis diatas
s dammah dan wau U u dan garis diatas

Contoh:

<la: mata

=) rama

Xviii



Ja :qila
iyl : yamitu
d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1). Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,

transliterasinya adalah [t]

2). Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:

ALy : Raudah al-jannah atau Raugdatul jannah
A=l 1 Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah

L&A - Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:
55 : Rabbana
EEER Najjaina

Gall 1 Al-Haqq

XiX



&l Al-Hajj

w3

axd . Nu’ima
5 o ‘Aduwwun

Jika huruf < bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(¢s-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:

& : “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

&e <Al (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam marifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contoh:

Contoh:

Sl : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
a5 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
FERH( : al-falsafah

A5 ; al-biladu

XX



g. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

O3l : ta’muriina
NI ; al-nau’
Bl ; syai'un
&yl : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an),
Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

A &3 Dinullah Ay billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

Aad; 2 ab Hum fi rahmmatillah

J. Huruf Kapital

XXi



Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tust

Abii Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abi
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: /bnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abii Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abii)

2. Singkatan
Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:
Swi. = subhanahu wa ta‘ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sallam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
I = Lahir Tahun

XXii



W. = Wafat Tahun
QS./..4 = QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab
U= = 3.;3.;4

po = OSe s

pla =lgelegdl L

b =Aaks

o =8 s

& = Al I/l a1 )
d T

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di

jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. . editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

etal. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“‘dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj . Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan Kkarta

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

xxiii



Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya

digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang merdeka, dan kemerdekaan itu dicapai berkat
rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya
dan pembangunan masyarakat secara seluruhnya dengan pancasila sebagai dasar
Negara dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di
seluruh tanah air untuk perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi
cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945
alenia ke empat. Selanjutnya berdasarkan Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang
perencanaan pembangunan desa, pembangunan di desa merupakan model
pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa
bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara
hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana
disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007, ‘“karakteristik
pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan
partisipatif. Pemberdayaan vyaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan
kemandirian masayarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses pembangunan.’

Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 1 dalam Undang undang ini yang

! llmu Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 5, h 10 2015 : 1605 -1619



dimaksud dengan”Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan
berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan
antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan
itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-
unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar
unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Desa dalam
arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar
kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.?

Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan
dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari pengabdian aparat pemerintah
desa.Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang
sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Kenyataan ini telah membuktikan
bahwa meskipun desa memiliki dua sumber daya penting yaitu SDM dan SDA, tetapi
kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang
dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhannya sendiri.
Keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan

peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di desa berjalan lambat.

’Drs. Moch. Solehkan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi masyarakat,
Malang: Setara Press, 2014, h. 56-57.



Masyarakat desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi.
Situasi ini menyebabkan masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.
Pertimbangan kesejahteraan dan adaptasi serta antisipasi terhadap berbagai tuntutan
perkembangan,termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan,menjadi  dasar
pengembangan desa ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah
memberikan landasan sebagai arah pengembangan desa di masa yang akan datang.

Transisi regulasi memungkinkan pihak desa mempersiapkan diri dalam
merancang dan menjalankan program desa sinergi dengan regulasi yang ada.
Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara
pemerintahan yang baik (good governance) dengan penyelenggaraan pemerintahan
desa yang demokratis.’

Lahirnya undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah
capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-undang
ini telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan
menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai
sifat danciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang
yang dimiliki. Amanat undang-undang tentang desa ini semakin kuat karena menjadi
citacita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah dan desa dalam negara kesatuan, Pasal 1 angka 12 tentang Ketentuan Umum,
disebutkan: “Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah
ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

*Sutrisno Purwohadi Mulyono, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Pemberlakuan UU No .6
Tahun 2014 Tentang Desa, Semarang: Gunung Pati, 2014, h. 438.



usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan NKRI™

Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut,
sebagai berikut “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Tka™”

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan
kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur
penyelenggaraan  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Dalam konstruksi Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, penyelengaraan pemerintahan
desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat
mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.Dalam
pasal 2 undang undang Nomor.6 tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintah
Desa,Pelaksanaan Pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa,dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila,undang-Undang dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945,Negara Kesatuan Republik indonesia,dan Bhineka

Tunggal ika.’

“M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa Cet. I, Jakarta: Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, h. 23.

*Moch Musoffa lhsan, Ketahanan Masyarakat Desa, Cet. I; Jakarta: Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, h.11.

®Sutrisno Purwohadi Mulyono, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Pemberlakuan UU No .6
Tahun 2014 Tentang Desa, Semarang: Gunung Pati, 2014, h. 440.



Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf
hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik,lebih menyenangkan dan
mengenakkan warga masyarakat dari keadaan sebelumnya,mencapai kesejahtraan
itulah yang menjadi tujuannya.Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan
usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi
atau kondisi yang lebih baik dari saat ini.Dilaksanakannya proses pembangunan ini
tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa
kurang ideal.Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah
proses evolusi,sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai
dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi berada
pada masalah struktural dan sosial budaya.’

Secara Umum ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak
yang terjadi di tengah masyarakat hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan
status sosial,ekonomi maupun budaya.Seperti yang terjadi di Desa Alitta terdapat
beberapa ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat diantaranya,ketimpangan
antar golongan,ketimpangan dalam infrastuktur pembangunan jalan yang tidak
menyeluruh di Desa Alitta,? soal pengurusan surat-surat misalnya surat akta kematian
dalam mengurus hal tersebut di butuhkan beberapa proses tetapi pada salah seorang
warga yang ingin membuat surat akta kematian tidak melalui beberapa proses karena
warga tersebut merupakan kerabat dari kepala desa sistem yang berlaku di desa alitta

masi mengedepankan sistem kekerabatan,’kurangnya partisipasi masyarakat dalam

"M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa Cet. I, Jakarta: Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, h.55
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pembangunan karena dalam proses pembangunan pihak perangkat Desa tidak
memberikan sosialisasi yang jelas pada Warga Desa Alitta.Contohnya dalam proses
perencanaan pembangunan cagar budaya bujung lapakita dimana masyarakat desa
ingin menjadikan cagar budaya tersebut sebagai tempat yang suci namun pihak
pemerintahan desa ingin menjadikan cagar budaya bujung lapakita sebagai objek
wisata namun masyarakat menolaknya. '

Di dalam Figih Siyasah, segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat
kepada kemaslahatan dan sangat jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah
Shallallahu’alaihi wasallam tidak menetapkannya dan Allah Subhanahu wata’ala
tidak menentukannya. Menurut Abdul wahhab al khalaf, figih siyasah adalah
pengelolaan  masalah umum bagi Negara bernuansa islam yang menjamin
terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar
ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian
dari siyasah yang mengatur hubungan negara dan lembaga negara satu dengan yang
lain dalam batasan administrasi suatu negara.Permasalahan dalam figih siyasah
dusturiyah adalah hubungan pemimpin disatu pihak dan rakyatnyadipihak lain serta
kelembagaan dalam masyarakatnya. Ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah
hanya dibatasi pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang
dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.

Musyawarah merupakan perundingan dengan bertukar pendapat dari berbagai
pihak mengenai suatu masalah untuk dipertimbangkan dan diputuskan, demi

terciptanya kemaslahatan bersama. Urgensi musyawarah dalam kehidupan manusia,

%awancara Hj.S Tanggal 29 Oktober 2021



bagaikan mengambil madu dari sarang lebah. Selain berfungsi sebagai minuman yang
lezat, juga berfungsi sebagai obat. Implementasi musyawarah dalam Al-Qur’an
meliputi semua aspek kegiatan manusia, baik yang terkait dengan kehidupan rumah
tangga, urusan keagamaan, maupun dalam penyelesaian urusan politik, inklusif taktik
dan strategi perang. Di antara manfaat yang diperoleh dari musyawarah adalah saling
menghormati atas keputusan bersama tanpa disertai dengan penyesalan, meski pada
akhirnya hasil keputusan tersebut tidak membuahkan pencapaian yang maksimal.™*
Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa
Alitta Kab.Pinrang dalam pembangunan masih sangat rendah hal ini jelas terlihat
banyak persoalan yang menghambat dan menggagalkan pembangunan di desa Alitta
seperti kurangnya partisipasi masyarakat,kurangnya masukan atau saran-saran dan
ide-ide dari masyarakat dalam usaha untuk membangun wilayah desanya. Sehingga
membuat tingkat pembangunan di Desa Alitta Kab.Pinrang masih rendah. Dari
persoalan diatas akan berdampak pada beberapa hal seperti rencana—rencana
pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat belum terwujud sebagaimana
mestinya, Terbatasnya sarana dan prasarana sosial. Oleh sebab itu, penulis
mengangkat judul”Sinergitas Partisipasi Masyarkat Terhadap Pelaksanaan

Pembangunan di Desa Alitta Kab.Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah “
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti
bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:
1 Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan
di desa Alitta Kab.Pinrang?

“Buyamin,Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Quran Anilisis fighi siyasah Vol.10 No.l
,Januari2017 h.11



2 Bagaimana upaya pemerintah Desa Alitta dalam menerapkan Undang undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1.  Menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
di desa Alitta
2. Menganalisis dan mengembangkan upaya pemerintah desa Alitta dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Undang undang nomor 6
tahun 2014

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian merupakan proses hasil dari tercapainya tujuan, maka dari

itu tujuan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Secara teoritis sebagai sumber informasi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan,khususnya mengenai Upaya Pemerintahan Desa dalam mendorong
Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa Alitta Kab.Pinrang dan sebagai
masukan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperluas bidang kajian pada
penilitan lanjutannya,Menambah wawasan dan mengembangkan penelitian
sebelumnya yang sudah ada, Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk
kegiatan berikutnya yang sejenis.
2. Secara praktis
A. Bagi Masyarakat
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat partisipasi
masyarakat mulai dari proses perencanaan pembangunan, proses
pelaksanaan, dan proses evaluasi pembangunan.
b. Meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam pembangunan desa.



c. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan
desa.
B. Manfaat bagi pemerintah desa
a. Mempermudah dalam memimpin atau mengatur masyarakat dalam
pembangunan desa.
b. Mengetahui solusi efektif untuk mengatasi kendala-kendala
partisipasi masyarakat.
C. Manfaat Bagi Desa
a. Meningkatkan kemajuan desa

b. Menjamin tewujudnya desa yang sejahtera



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh
gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya
sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Yuni Kurniyati IImu Komunikasi
Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung. Judul Partisipasi Masyarakat dalam
pembangunan Desa di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten
Lampung Utara'? dalam skripsi ini penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan
pembangunan desa di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten
Lampung Utara.Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-
sama mengkaji tentang bagaimana Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa penelitian ini dilakukan
secara deskriptif kualitatif.Sedangkan perbedaannya penelitian yang di lakukan oleh
penulis membahas tentang Upaya Pemerintahan Desa Terhadap Partisipasi
Masyarakat.Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Kurniyati lebih di
tekankan pada pemanfaatan hasil pembangunan,perbedaan dari kedua penelitian ini

juga terletak pada study kasus dan lokasi penelitiannya.
Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam proses pembangunan

infrastruktur di Desa Wododomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta oleh Febry

2y uni Kuryinati’Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1
Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara’, (Skripsi Sarjana;Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Fakultas Dakwa Dan lImu Komunikasi,2019) h 10
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Nurfauzi'*Persamaan dari peneliti penulis dan penelitian ini adalah bertujuan untuk
mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses
pembangunan infrastruktur serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.Sedangkan perbedaannya
terletak pada metode serta study kasusnya.

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa
Rasau Jaya Umum oleh Ismail Umar dan Ade M.Yuardani pada penelitian ini
berfokus pada potensi lokal yang dapat di kembangkan di tingkat Desa baik sebagai
suatu komunitas yang tak terpisahkan maupun sebagai individu warga Desa beberapa
potensi lokal yang diberdayakan baik atas inisiatif warga maupun melalui fasilitas
pemerintah antara lain telah terbentuknya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang
berpotensi menigkatkan kualitas masyarakat desa'®.Berbeda dengan penelitian yang
akan dilakukan oleh penulis berfokus pada partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa.

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan
Mayarakat Perspektif Politik Islam oleh Siti Rahayu Fakultas Syariah Prodi Hukum
Tata Negara.' Penelitian ini berfokus pada keberhasilan pembangunan sebagai suatu
tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam suatu desa Jenis Penelitian Ini adalah
penelitian lapangan, Perbedaan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah
penelitan yang dilakukan oleh penulis berfokus pada partisipasi masyarakat dalam

proses pembangunan desa.

BFebry Nur fauzi'Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses
Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta,” (Skripsi Sarjana
;Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora,2018) 5

Y“Ismail Umar,Ade M Yuardani, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat,Administrasi Bisnis: Politeknik Negeri Pontianak,2013,h.88.

5 Siti Rahayu ¢ Peran kepala Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Untuk mensejahterakan
Masyarakat Perspektif politik islam (Skripsi Sarjana IAIN Purwokerto Fakultas Syariah,2019) h 7
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B. Tinjauan Teori
1. Teori Sinergitas

Sinergitas adalah kondisi yang menghubungkan antara actor dalam mencapai
tujuan bersama.tujuan bersama tersebut dapat tercapai apabila sinergitas tersebut
dapat mencantumkan koordinasi dan komunikasi sebagai langkah menggapai
tujuan tersebut.Sinergi Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan,untuk menghasilkan karya bermafaat dan berkualitas.Tujuan sinergi
adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat
saling berhubungan,melalui dialog dengan semua golongan,dimana persepsi,sikap

dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan.

Menurut Deardroff dan Williams dan usman (2011) Sinergitas adalah sebuah
proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan
pengaruh gabungan yang lebih besar di bandingkan jumlah dari pengaruh mereka
secara individual.Melalui Sinergi kerjasama dari paradigma yang berbeda akan
mewujudkan hasil lebih besar dan efektifsehubungan proses yang dijalani
menunjukkan tujuan yang sama.Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan
ide,pendapat dan bersedia saling berbagi.Bersinergi tidak mementingkan diri
sendiri,namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau

merasa dirugikan.Bersinergi bertujuan memudahkan bagian-bagian yang terpisah.*®
2. Teori Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak

“Terry Tresna Purnama’lmplementasi Sinergitas Dan Kemitraan Insan,’(Skripsi Sarjana STIE
Widya Wiwaha Yogyakarta,2019) h 20
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menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Desa menurut Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang
Pemerintahan daerah mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengatur urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan hak otonomi daerah, daerah otonom, mendapatkan
kewenangan dalam menjalankan keleluasaannya mengelola dan menggali potensi
kekayaan alamnya juga sumber daya manusia agar maksud dan tujuan dari otonomi
daerah dapat terlaksana dengan baik. Keterlibatan, dukungan dan peran serta
masyarakat dalam menciptakan kretivitas berupa gagasan dan ideide demi kemajuan
daerah itu sendiri. Untuk pemerintah daerah sendiri, dengan diberikannya hak dan
kewenangan otonomi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Pengelolaan dan pemanfaatan sumbar daya alam harus dilakukan dengan bijak
dimana hasilnya sebagai tambahan pemasukan kas daerah, dan ini demi untuk
kepentingan masyarakat luas. Begitupun dengan pengelolaan dan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan dari otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan
otonomi daerah, pelaksanaan demokrasi dalam memilih pemimpin daerah tidak dapat
di hilangkan, karena ini menyangkut kualitas dari seorang pemimpin di daerah yang
diberikan mandat sebagai pelaksana sukses tidaknya pelaksanaan otonomi daerah

tersebut. Oleh karena itu, sistem otonomi di daerah dapat dikatakan berhasil
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tergantung dari kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola potensi

sumber daya alam yang dimiliki daerah otonom. *’

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian figih siyasah yang membahas
masalahperundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-
konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-
undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam
perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep
negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga

negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.*®
Kata siyasah berasal dari kata sasa.Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan
Lisan al-arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti
pemerintahan dana politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Kallaf
mengutip ungkapan Al-Margizi menyatakan, arti kata siayasah adalah mengatur. Kata
sasa sama dengan to govern, to lead. Siyasah sama dengan policy (of government.
Corporation, etc).Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesautu yang bersifat politis

untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.™

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian figih siyasah adalah ilmu
yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara
dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

17 Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat studi Hukum( PSH) fakultas
Hukum UII Yogyakarta, h .229

¥Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

Ysuyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Yogyakarta, Ombak: 2014). h
25
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pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk

mewujudkan kemaslahatan umat.

Adapun ruang lingkup Figih Siyasah menurut Imam al-Mawardi, didalam

kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyyah, lingkup kajian Figih Siyasah

mencakup sebagai berikut:

a.
b.
C.
d.
e.

Siyasah Dusturiyah
Siyasah Maliyyah
Siyasah Qadlaiyyah
Siyasah Harbiah
Siyasah ldariyyah

Menurut Abdul Wahab Khalaf membagi Figih Siyasah dalam tiga bidang kajian,

yaitu:

a.
b.

C.

Siyasah Qadlaiyyah
Siyasah Dauliyyah
Siyasah Maliyah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddiegy membagi

ruang lingkup Figih Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

a.

o

S ® o O

Siyasah Dusturiyyah Shariyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-
undangan).

Siyasah Tasyriyyah (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum).

Siyasah Maliyyah Shar’iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).

Siyasah Qadlaiyyah Shar iyyah (kebijaksanaan Peradilan).

Siyasah Idariyyah Shar’iyyah (Kebijaksanaan Administrasi Negara).

Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar’iyyah (Kebijaksanaan Luar
Negeri dan Hubungan Internasional).

Siyasah Tanfidziyyyah Shar’iyyah (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
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h. Siyasah Harbiyyah Shar iyyah (Politik Peperangan).

Kata Dusturi berasal dari bahasa Persia yang semula artinya adalah seseorang
yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.Dalam
perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota
kependetaan (Pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah penyerapan ke dalam
bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau
pembinaan.

Permasalahan di dalam figih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan
yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam figih siyasah dusturiyah biasanya
dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal
ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan
realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.”

Figih siyasah dusturiyahmencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan
kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai
berikut:

a. Persoalan imamah, hak dan kewajiban

b. Persolan rakyat, statusnya dan hak-haknya
c. Perosalan bai’at

d. Persoalan waliyul ahdi

e. Persoalan perwakilan

f. Persoalan ahlul halli wal aqdi

g. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

2Dzajuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta,
Kencana: 2017) h 35
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Suyuti Pulungan menuliskan bahwasanya objek kajian figih siyasah adalah
mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan
seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintah.Sedangkan objek kajian Siyasah
Dusturiyah adalah membuat peraturan perundnag-undangan yang dibutuhkan guna
untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan
rakyat,yang bertujuan untuk mewakili segala bentuk kepentingan rakyat dengan
menampung aspirasi rakyatnya. Dala Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi
menjadi tiga yakni Imamah, Ahl Ahlu al-Halli wa- ‘4¢di, dan Wizarah.

a. Imamah

Kata-kata imam dalam Al-Qur’an, baik dalam bentuk mufrad/tunggal maupun
dalam bentuk jamak atau yang di-idhof-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan.
Dalam studi figih siyasah, imamah seringkali dihubungkan degan khalifah atau
amir.Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah
kepemimpinan tertinggi dalam Islam.lbnu Khaldun memberikan rumusan bahwa
institusi imamah atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudka kemaslahatan
berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari
kerusakan.lbnu Taimiyah berpandangan bahwa imamah adalah sebuah lembaga yang
menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi
kenabian agar tercapainya kemaslahatan di dunia dan diakhirat bagi bangsa atau umat
yang dipimpin.

Sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah, M. Igbal menulis pernyataan; Abdul
Qadir Audah yang mendefinisikan bahwa imamah adalah kepemimpinan umat Islam
dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi
Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala

yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam.?

“"Muhammad Hanif Maulidin, “Analisis Figh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam
Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 h 55
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Terjemahannya ”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang
memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha Mendengar, Maha
Melihat.

Ibnu umar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap
orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas
kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal
rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang
dipimpinnya, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya
perihal tangggung jawab dan tugasnya.Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah
tangga yang bertugas memlihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal
yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertangggung

jawab) dari hal yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim)?
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Artinya ”Abu ja’la (ma’qil) bin jasar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw
bersabda: tiada seorang yang diamanati oleh Allah SWT memimpin rakyat kemudian
ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti allah SWT mengharamkan
baginya surga”. (HR Bukhari muslim)

Penjelasan Hadist Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam
sebuah kepemimpinan.Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa
fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan
lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan atas kejujuran orang-
orang yang terlibat di dalamnya, maka jangan harap kepemimpinan itu akan berjalan
dengan baik. Namun kejujuran di sini tidak bisa hanya mengandalakan pada satu
orang saja, kepada pemimpin saja misalkan.Akan tetapi semua komponen yang
terlibat di dalamnya, baik itu pemimpinnya, pembantunya, staf-stafnya, hingga
struktur yang paling bawah dalam kepemimpnan ini.

Ahlul halli wal ‘aqdi diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang
untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama figih untuk
sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebgaai wakil umat untuk menyuarakan hati
nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala Negara secara
langsung. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara
ahl al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.?

Imam Mawardi memberikan syarat-syarat Ahlul Halli wal Aqdi sebagai berikut:

1) Karakter untuk selalu konsisten menjaga ketagwaan dan muru’ah (harga

diri).

2Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Yogyakarta, Ombak: 2014).h
70
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2) Mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui pribadi

seseorang yang berhak menjadi imam.

3) Mempunyai pendapat dan kebijaksanaan dalam mengatur kepemerintahan

dan memecahkan masalah-masalah sosial kewarganegaraan.

b. Wizorah
Al-Mawari menjelaskan arti wuzarah dari segi bahasa yaitu:

1. Wuzarah diambil dari kata al-wizru, yang artinya bebanan, karena wazir
memikul beban kepala negara

2. Diambil dari kata al-wazar, yang artinya tempat kembali/lari, karena
kepala negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan
wazirnya.

3. Diambil dari kata al-aznu, yang artinya puggung, karena kepala negara
dikuatkan didukung oleh wazirnya, sebagaimana badan dikuatkan oleh
tulang punggung.?*

4. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan sebagai dasar atau landasan teori pada penelitian skripsi
ini,wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar
hukum dan konfornitas hukum.Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa
penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum,
Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada
hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang
harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus

(untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan

**Dzajuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta,
Kencana: 2017) h 45
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yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang
menimbulkan akibat hukum.?

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum
positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan
wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-
kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum,
penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang
tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam
hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan
yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara
yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk
dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis
yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.?®

Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan
dengan kekuasaan Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena
kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan
formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suat kemampuan individu
atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain
yang menentangnya.?’

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari

%> Indroharto,Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
2002, h.68

%8 |ndroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
2002, h.69

2" peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub,
Jakarta, cet-ke 6, 2014, h.73
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kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari
segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suat bidang pemerintahan atau
urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai
suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk
memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga
didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan
tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga
kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan
Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.
5. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “demos” berarti
rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian
demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada
ditanangan rakayat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang
mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem
yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat
dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai
pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai
pilihan lainya.?®

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelengaraan pemerintahan yang
secara langsung (direct democracy) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (as
government of the people, by the people and for the people). Pada dasarnya
merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada negaranegara kota
(city state) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekan secara langsung

merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politikdijalankan secara

% Ni’matul Huda, llmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 196
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langsung oleh rakyatyang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek
demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.

Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit untuk
dipraktekan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan jumlah penduduk
yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin kompleks, sehingga tidak
mungkin semua orang berperan sebagai penyelengara negara. Oleh sebab itu lahirnya
sistem perwakilan (indirect democracy) atau (representative democracy), diamana
rakyat tidak lagi secara langsug terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-
wakil yang merupakan kehendak rakyat.

Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat
keputusan-keputusan politik yang diselengarakan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh
mereka dan bertanggung jawabkan kepada meraka melalui suatu pemilihan yang
bebas. Berbagai pemahaman demokrasi adalah bentuk pemerintahan yanag setiap
warga negara telah menentukan jalurnya snedirisendiri yang tidak sedikit diantaranya
justruk mempraktekkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokrasi,
kendatai diatas kertas menyebutnya ‘demokrasi’ sebagai asasnya yang fundamental.?®

6. Teori Negara Kesejahteraan

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal
pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian
peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara
universal dan komprehensif kepada warganya.1Karena Negara merupakan organisasi
tertinggi di antara satu kelompok ata beberapa kelompok masyarakat yang
mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai
pemerintahan yang berdaulat.®® Dan kesejahteraan meripakan kesejahteraan
masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua

perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang

2% Ni’matul Huda, llmu Negara, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, h 197
%0 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Renaka Cipta,
Jakarta h 64
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dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah
kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind).

Dari pandangan Esping Anderson (1990), bahwa Negara kesejahteraan
bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering
ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan
oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, sepertin pelayanan pendidikan, transfer
pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan
kebijakan sosial) sering diidentikan.®* Negara kesejahteraan, pada dasrnya, mengacu
pada ,,peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian®
yang di dalamanya ,,mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan
pelayan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya“.

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan
pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan
menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat
kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.

C. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat
Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di
masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk
menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan
masyakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.**Britha Mikkelsen,
mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu:
a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa

ikut serta dalam pengambilan keputusan.

%! Siswo Yudo Husodo, Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar., Cet I, juli2006., h 8

*2|shandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran
Menuju Penerapan, ( Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), h. 27.
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b. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan
menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.

c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang
atau kelompok vyang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu.

d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf
yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya
memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak dampak sosial.

e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan
yang ditentukannya sendiri.

f. Partisipasi adalah  keterlibatan = masyarakat dalam  pembangunan
diri,kehidupan, dan lingkungan mereka®

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L,. Gillin dan J.P Gillin
sepakat bahwa istilah masyarakat adalah adanya saling bergaul dan interaksi karena
adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan
bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh
suatu rasa identifikasi bersama. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk
memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di
daerah mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan,
masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri
permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan,
melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan
serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Beberapa ahli

yang lain juga memberikan definisi masyarakat yaitu:

*Britha Mikkelesen, Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku
Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1999), h.64.
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a. Ralph Linton mengatakan Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia
yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat
mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan
sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

b. Mac Iver dan Page mengatakan bahwa Masyarakat ialah suatu sistem dari
kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar kelompok dan
penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan
manusia, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat
selalu berubah.

c. Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup

bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Surah dalam Al-Qur’an yang membahas mengeni Partisipasia Surat An-naml

ayat 33

— Al 3L (5l el a5 a3l 53 15 B 1l
AR

Terjemahnya:
Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa
(untuk  berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu; maka
pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan.>*”

Berdasarkan pengertian tentang masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa
masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki
prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan

bersama.

Berkaitan dengan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, Bintoro

Tjokoromidjojo menjelaskan bahwa:

** Kementrian Agama Republik Indonesia, 4/’Quranul Karim Dan Terjemahannya h.27
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a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses
penentua arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah.

b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
pembangunan. Ini bisa berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber
pembiyaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan
sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.

c. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan.
Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan
keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan
kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu. Kita bisa melihat bahwa
segala perkara dunia dalam suatu pembangunan maupun urusan lainnya
hendaklah dimusyawarahkan begitu halnya perencanaan pembangunan yang
ada di Desa Alitta Kab.Pinrang hendaklah dimusyawarahkan terlebih dahulu
sebelum hendak mengambil keputusan agar apa yang direncanakan bisa
dijalankan dengan baik dan nantinya tidak akan ada kesalah pahaman satu
dengan yang lainnya.*®
Dapat penulis simpulkan partisipasi masyarakat adalah Suatu tindakan

keikutsertaan masyarakat didalam kegiatan pembangunan desa untuk terlaksananya
pembanguann desa yang efektif dilakukan dengan musyawarah agar sesuai dengan

prosedur yang ada dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

*Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Desa Partisipatif, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Cetakan
Pertama, h.34
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2. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau
peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikut sertaan
secara aktif dan suka rela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun
dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang
mencakup  pengambilan  keputusan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,
pengendalian,pemantauan,evaluasi,pengawasan,serta pemanfaatan hasil-hasil
kegiatan yang dicapai karena itu, Yadav dalam bukunya Totok Mardikanto dan
Poerwoko Soebianto mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang
menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu
partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan
evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
Surah dalam Al-Qur’an yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam
pembangunan surah Al-a’raf ayat (96). i
o V15 ) (2 o€ agtle AT V5 15l Dl AT & o5
s 45 Ly 550158 5,
Terjemahnya: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata
mereka mendustakan (ayat-3g/at Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa
yang telah mereka kerjakan.
Diriwayatkan, beberapa bawahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat
kepadanya. "Sesungguhnya kota telah rusak. Jika Amirul Mukminin memberikan
kepada kami sejumlah uang agar kami memperbaiki kota itu, maka kami akan

melakukannya.” Umar membalas surat itu, "Jika kamu membaca surat ini, maka

*® Kementrian Agama Republik Indonesia, 4/’ Quranul Karim Dan Terjemahannya h.7
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jagalah kota itu dengan cara kamu berlaku adil dan bersihkan jalan-jalannya dari

kezaliman. Karena itulah sebenar-benar perbaikan."”

a. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam
pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan(implementasi)
program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau
peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari
kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi
dalam implementasi program yang dilaksanakan.“Dimaklumi bahwa anggaran
pembangunan yang tersedia adalah relative terbatas sedangkan program
pembangunan yantg dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative
banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang
Sedangkan dalam islam pun mengajarkan sebagaimana dalam Q.S Ali Imran / 3:159
dijelaskan bagaimana kemajuan suatu masyarakat tergantung pada diri mereka

sendiri. |mplementa5| pembangunan program yang ada dlmasyarakgt”

LJJ jwﬁ?uﬂd\.ﬁ:ﬂl&\.&ﬂa_\ﬁ (‘;@Jt_ujdh\w j)LA:ﬁ
Au\‘_gsdsjﬁa_m)c \J\AfY\@eAJJLuj?@JJ@B;@i&wG

R
.
QSSS}S.M\ i

“~_ -
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Terjemahannya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam
urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka
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bertawakkallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya.*’

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan
menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu
adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan
program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar
kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan
akan terlaksana secara efektif dan efesien.

b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan
sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah
pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-
kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan
kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam
pembangunanan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan
masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan
tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.*
Dalam Surah Al-Albagarah membahas tentang pengambilan keputusan,surah Al-
bagarah ayat 30 .
b el (el VIEHEIL (W) b ela AR ot 06 B
Y G AT ) JEREl (i dlaaay Kt BAGs Sl Slilg s g Audh

P
- [
T o -

@)

Terjemahannya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau

*’Kementrian Agama Republik Indonesia, 4/’Quranul Karim Dan Terjemahannya h.3

*Nata Irawan Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa Jakarta:Yayasan Pustaka Obor
indonesia,2017,h.79
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hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan
kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh,
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.>®”

3. Pemerintahan Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda.
Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat negara yang
menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung
pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah.Istilah pemerintah dalam arti”organ”
dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya
menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden,
Wakil Presiden dan dibantu oleh menterimenteri. Pemerintah dalam arti luas adalah
semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada
umumnya,”’Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang
tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang
yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarif hidup masyarakat melalui
perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa
fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan
yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan
perlindungan. Selanjutnya dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala
desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur

rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat

% Kementrian Agama Republik Indonesia, A/’ Quranul Karim Dan Terjemahannya h.2
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Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya
pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta
dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat
pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi,
dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah
desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan. *°

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala
pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa
bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada
Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota
membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan
pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah dan memberdayakan
masyarakat desa dengan :

a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi
tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian
masyarakat desa

b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dan

c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di
masyarakat desa.

Dalam Al-quran surah yang membahas mengenai pemerintahan surah An-Nur ayat 55

“°Sugiman,Pemerintahan Desa,Fakultas Hukum Universitas Surya darma, Vol. 7 No. 1, Juli 2018 h
15
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Terjemahannya : Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang
beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan
mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum
mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama
yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah
berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku

dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa
(tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.**

Adapun hadist yang membahas mengenai pemerintahan

L of ¢ Lide 347 Lo & ool alus ade 2 Lo 2l Ules
lide 3 il 5 Uy g U juse 5 clin Koy Likaita & cdellall g aandl e

Y Ols M 48 Al (e aSaie (A1 5 108 g5 o ) cadal a1 g L

Artinya: “Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian
membaiat kami. Ketika membaiat kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu:
taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun
perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan
tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika
kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.”
(HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).

4. Musyawarah

Al-Qur’an merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Swt kepada

Rasulullah saw. sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh manusia, agar

*! Kementrian Agama Republik Indonesia, 4/’Quranul Karim Dan Terjemahannya h.24
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memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.
Kandungan al-Qur’an meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari yang
global hingga yang detail.Sebagai firman Allah Swt, al-Qur’an bersifat universal,
berlaku sepanjang masa, sejak awal diturunkannya hingga akhir zaman. Bagi umat
Islam, al-Qur’an merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Al-Qur’an
bukan sekadar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan (vertical
relationship), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya
(horizontal relationship), serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.2
Salah satu di antara hubungan sesama manusia yang diatur dalam Al-Qur’an adalah
musyawarah untuk mencapai mufakat.*?

Kandungan ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan musyawarah, baik
secara tekstual maupun kontekstual, merupakan bagian integral dari kehidupan
manusia, sehingga pada prinsipnya musyawarah mencakup semua lingkungan
kehidupan manusia. Petunjuk yang di isyaratkan Al-Qur’an mengenai beberapa sikap
yang harus dilakukan seseorang untuk menyukseskan musyawarah, dengan mudah
dapat dipahami bahwa perintah menjalankan musyawarah, ditujukan kepada semua
orang. Dalam menerapkan musyawarah pada persoalan-persoalan kemasyarakatan,
praktik yang diperlihatkan oleh Rasulullah Saw. yang sering melakukan konsultasi
dengan sahabat-sahabat senior, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan
sosial-keagamaan. Praktik musyawarah yang dirintis oleh Rasulullah Saw tersebut,
semakin mendapatkan tempatnya secara konstitusional ketika beliau hijrah ke
Madinah. Misalnya, beliau melakukan perjanjian dan musyawarah bersama para
penduduk Madinah dari berbagai komponen (Muslim, Yahudi, dan Kristen), sehingga
melahirkan satu piagam terkenal yang disebut Piagam Madinah (misag al-madinah).

*?Said Agil Husain al-Munawwar, al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki Jakarta:
Ciputat Press, 2002, h. 4.
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Piagam ini berisi peraturan tentang kehidupan dan hubungan antarmasyarakat yang
ada di Madinah.®

Bahkan,dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah
menegaskan bahwa: “Tidak seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah
dengan para sahabatnya selain Rasulullah saw.”Setelah Rasulullah saw. wafat,
praktik musyawarah tidak berhenti dan terus dipertahankan. Terbukti, pengangkatan
Abi Bakr al-Siddiq sebagai khalifah pertama (memerintah selama 3 tahun, 11-13
H/632-634 M), dilalui dengan proses musyawarah yang sangat alot dan pemilihan
yang menegangkan urat syaraf oleh para sahabat senior. Pada waktu itu, sekelompok
elite sahabat, berkumpul dalam pertemuan Saqifah Bani Sa‘idah. Selanjutnya, setelah
melewati perdebatan yang cukup panjang, kelompok sahabat tadi mengucapkan baiat
khusus kepada Abu Bakr. Esoknya, di Masjid Nabawi, Abii Bakr dibaiat secara
umum oleh mayoritas penduduk Madinah sebagai khalifah pertama.Sampai saat ini,
tradisi musyawarah tetap dilaksanakan oleh umat Islam dalam berbagai kegiatan

sosialkemasyarakatan.**

1) Q.S Ali-Imraan ayat 159
wro . o S 2 41X Vodi Te t: TYe% L lE o 08T Wt Sy e w0 o 4. 3
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Terjemahannya:

”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu.Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah

“33aid Agil Husain al-Munawwar,al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, h. 3.

4 AbT ‘Tsa Muhammad bin ‘Tsa bin Saurah,Sunan al-Turmuzi(Bairut: Dar al-Fikr, 1988), Juz IV, h.
213.



36

ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah
kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya.”*

Tafsir Pertama”Para ulama berkata: “Allah Swt memerintahkan kepada Nabi-
Nya dengan perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya Allah Swt
memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka
terhadap beliau karena telah meninggalkan perintah beliau. Setelah mereka
mendapatkan maaf, Allah Swt memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas
kesalahan mereka terhadap Allah Swt. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka
mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara.

Kedua, Ibnu ‘Athiyah berkata, “ Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat
dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan
ulama, maka wajb diberhentikan (jika dia seorang pemimpin).Tidak ada pertentangan
tentang hal ini.Allah memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka
bermusyawarah dengan firmannya,é%iéé cﬁ);:i éfﬁ’}j}“Sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.

Ketiga, firman Allah Swt,” Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu” menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara menentukan perkiraan
bersama didasari dengan wahyu.Sebab, Allah Swt mengizinkan hal ini kepada Rasul-
Nya.Keempat, tertera dalam tulisan Abu Daud, dari Abu Hurairah, dia berkata,
“Rasulullah SAW bersabda,G<i5 JLiLAN “Orang yang diajak bermusyawarah
adalah orang yang dapat dipercaya.Kelima, kriteria orang yang diajak bermusyawarah
dalam masalah kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman, dan
santun kepada orang yang mengajak bermusyawarah.Dalam musyawarah pasti ada
perbedaan pendapat.Maka, orang yang bermusyawarah harus memperhatikan
pendapat yang paling dekat dengan Kkitabullah dan Sunnah, jika
memungkinkan.Apabila Allah Swt telah menunjukkan kepada sesuatu yang

“**Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya,h. 90.
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dikehendaki maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk
melaksanakannya sambil bertawakal kepada-Nya, sebab inilah akhir ijtihad yang
dikehendaki.Dengan ini pula Allah Swt memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat
ini. Allah Swt berfirman, faidza ‘azamta fatawakkal ‘alallah, berarti bahwa kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah Swit.
Qatadah berkata,“Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya apabila telah
membulatkan tekad atas suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal
kepada Allah SWT.*

Tafsir Al-Baghawi Terdapat perbedaan dalam memaknai musyawarah. Sebagian
ulama’ berpendapat bahwa makna itu terkhususkan. Yaitu bermusyawarah
(berunding) terhadap janji Allah Swt yang tidak ada padamuyang dimaksud disini
yaitu bersikap lembut dan berakhlak baik karena rahmat Allah Swt, maka kita harus
merundingkan hal itu agar kita melaksanakannya.Qatadah berkata: Allah Swt
memerintahkan manusia dengan bermusyawarah karena itu menjadikan hatimu baik
(lemah lembut). Maka dari itu, bersimpatilah kepada mereka dan hilangkan
kedengkianmu terhadap mereka.Hasan berkata, sungguh Allah Swt telah

mengajarkan kita tentang musyawarah sebagai kebutuhan.*’

2) Q.S An-Nisa ayat 59
o AR o R A 315 SN Tphulaly ) Tk Takal 6l 1
Sraly 5 b AW o5l Al &bl A of Gl Al ) 65308 o0

(°9) S5

Terjemahannya: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

“SAhmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabt wa Auladuh,
1962), Juz IV, h. 112.

*"Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid. Bandung: MQS Publishing.2010
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sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Tafsir Q.S An-Nisa ayat 59Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa
masyarakat manusia, di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah
tunduk kepada peraturan.Peraturan Yang maha Tinggi ialah Peraturan Allah Swit.
Inilah yang wajib ditaati.Allah Swt telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus
Rasul-rasul, dan penutup segala rasul ialah Nabi Muhammad Saw.Rasul-rasul
membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat,
Zabur, Injil dan al-Qur’an.Maka isi Kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk
keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah Swt
mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan
manusia lain. Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah Swt, sebab
apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan
bukan pula karena semata-mata mengharap keuntungan duniawi.Dan jika dia
meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada
ancaman manusia.

Kemudian orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul. Sebab taat
kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Allah Swt. Banyak perintah Allah Swt
yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan.
Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul.Dan dengan taat kepada Rasul barulah
sempurna beragama.Sebab banyak juga orang yang percaya kepada Allah Swt, tetapi
dia tidak beragama.Sebab dia tidak percaya kepada Rasul.Kemudian diikuti oleh taat
kepada Ulil-Amri-minkum, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-
orang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu.Minkum mempunyai dua

arti.Pertama di antara kamu, kedua dari pada kamu.Maksudnya, yaitu mereka yang
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berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui
kekuasaannya, sebagai satu kenyataan.*®

3) Q.S As-syurah Ayat 38

oX Lo~

5 Al (shsh adhaly Bl 1l agnl 1A Galls
uﬁﬁ' 283

Terjemahannya:
”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
kepada mereka.”
Tafsir Jalalai dan bagi orang-orang yang menerima seruan Rabbnya yang

mematuhi apa yang diserukan Rabbnya yaitu, mentauhidkan-Nya dan menyembah-
Nya (dan mendirikan salat) memeliharanya (sedangkan urusan mereka) yang
berkenaan dengan diri mereka (mereka putuskan di antara mereka dengan
musyawarah) memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam
memutuskannya (dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka) atau
sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka (mereka menafkahkannya) untuk
jalan ketaatan kepada Allah Swt. Dan orang-orang yang telah disebutkan tadi
merupakan suatu golongan kemudian golongan yang lainnya.*

Tafsir Al-Maraghi dan orang-orang yang memenuhi apa yang diserukan oleh
Allah Swt kepada mereka, seperti mengesakan-Nya dan melepaskan diri dari
menyembah sesembahan selain Allah Swt dan mereka mendirikan shalat yang
diwajibkan tepat pada waktunya dengan cara yang paling sempurna. Shalat di sini
disebutkan secara khusus di antara rukun-rukun agama yang lain, karena shalat

memang sangat penting dalam menjernihkan jiwa dan membersihkan hati, serta

“8Nata, Abuddi, Metodologi Study Islam, (Jakarta:Rajawali Press, 2009) h 33
“nttps://tafsirg.com/42-asy-syura/ayat-38 Diakses Pada Tanggal 04 November 2021
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meninggalkan perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tidak nyata apabila
mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka,
agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersamasama, apalagi dalam soal peperangan
dan lain-lain.Rasulullah Saw, mengajak bermusyawarah kepada para sahabat dalam
banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan
hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan dari Allah Swt. Adapun para sahabat,
mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkannya dari kitab
dan As-Sunnah. Kasus yang pertama dimusyawarahkan oleh para sahabat ialah
tentang khilafah.*

Tafsir Al-Baghawi mereka telah melaksanakan segala sesuau yang telah di
serukan oleh Allah Swt kepada mereka dalam hal ketaatan mereka melakukan sholat
dan melakukan musyawarah untuk suatu urusan, dan mereka berunding untuk
memulai urusan atau pekerjaan dan tidak terburuburu Musyawarah yang tertuang
dalam ayat ini yaitu anjuran untuk berunding terlebih dahulu sebelum memulai
sebuah urusan, dan tidak melakukan urusan tersebut secara terburu-buru, karena perlu
adanya musyawarah atau kesepakatan bersama dalam sebuah urusan.™

Tafsir lbnu Katsir Allah Swt berfirman: menyepelekan kehidupan duniawi,
bahwasanya apa yang didapat manusia di dunia ini, berupa harta kekayaan,
kesenangan dan kemakmuran semuanya itu adalah kenikmatan sementara yang
sewaktu-waktu dapat sirna dan lenyap serta berganti dengan kesengsaraan,
kemiskinan dan kesusahan. Tetapi kenikmatan yang tersedia di sisi Allah Swt dalam
kehidupan di akhirat itulah kenikmatan yang abadi dan kekal yang diperoleh sebagai
pahala dan balasan Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, mengerjakan
amal yang sholeh dan bertawakkal hanya kepada Tuhannya, menjauhi dosa-dosa dan
maksiat yang besar, mematuhi perintah-perintah agama dan sunnah rasul-rasul Allah

Swt, mendirikan sholat, melakukan musyawarah dalam segala urusan yang

Al-Maraghi, A. M. Tafsir Al-Maraghi Jilid 25. Beirut: Dar al-Kutub. (2006). h 77
*'Dudung, A. Musyawarah dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Tafsir Tematik. AlDaulah, (2014). h 23
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menyangkut kepentingan orang banyak, menafkahkan zakat, berhati rahmat dan
penuh kasih sayang dan bila marah ia segera memberi ampun dan apabila
diperlakukan sewenang-wenang dan di zalimi, tidaklah menyerah melainkan
membela diri mempertahankan hak dan kebenaran.*
D. Kerangka Pikir

Gambar 3.1

Sinergitas Partisipasi Masyarkat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di
Desa Alitta Kab.Pinrang Perspektif Siyasah Dusturiyah

Ayat 1 pasal 2 undang-undang nomor 6 Tahun 2014

Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pemerintahan Desa dalam
perencanaan program meningkatkan partisipasi
pembangunan masyarakat
Demokrasi Negara Kesejahteraan

‘ Hasil Penelitian

?Hidayat, A. Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an. ADDIN, 9(2). (2015).h 66




BAB Il
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang
membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara pelaksanaan penelitian yang
meliputi kegiatan-kegiatan mencari,mencatat,merumuskan dan menganalisis sampai
menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah.
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Berdasarkan masalahnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian
deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat,
menganalisis, dan menginterpresentasikan apa yang diteliti melalui observasi,
wawancara dan mempelajari dokumentasi?
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini kantor Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kab.Pinrang
Desa Alitta Merupakan salah satu dari 7 desa dan 2 kelurahan di wilayah kecamatan
Mattiro Bulu yang terletak 10 km ke arah timur dari kecamatan Mattiro bulu. Desa

alitta mempunyai luas Wilayah seluas + 4.500 hektar.
2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah
mendapat surat izin penelitian,maka penulis akan melakukan penelitian yang akan

dilaksanakan kurang lebih dua bulan.
C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada sinergitas partisipasi masyarakat terhadap
pelaksanaan pembangunan Di Desa Alitta Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan
bagaimana upaya pemerintah desa Alitta dalam menerapkan Undang undang nomor 6
Tahun 2014
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D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan
yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk
primer maupun dalam bentuk sekunder.Adapun sumber data dalam penelitian ini

dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber
asli/wawancara.Sumber data penelitian ini yaitu dari,Kepala Desa Alitta,Badan

Perwakilan Desa(BPD),dan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku

literatur tentang pembangunan desa, jurnal pembangunan desa, dan situs internet.
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang
terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari
lokasi penelitian (Field Research) agar memperoleh data-data yang akurat dan

kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara
cermat dan langsung di Desa Alitta, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-
gejala yang diteliti.Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan
aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data

analisis penulisan.
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2. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung
antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang
melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang
memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti>’, Wawancara
dapat dilakuakan secara terstruktur dan tidak terstruktur Adapun informan dalam

penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat desa di kantor desa Alitta.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data
audivisual. Metode ini merupakan suatu cara pegumpulan data yang menghasilkan
catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

perkiraan.
F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan
penelitian Kkualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam

pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).
1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibiltas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau
meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar

akurat.

*Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.
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2. Uji Dependabilitas (dependability)
Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian
kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang
dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang

dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.
G. Teknis Analisis Data.

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat
aspek-aspek objek penelitian.Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data
kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data.Analisis
data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi
penelitian.Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh
dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan.Menurut
Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi
data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.®* Dalam proses
reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat.
Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.la merupakan bagian dari
analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk
ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan

ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu

**Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Akara, 2016)
h 233.
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bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan
menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan

diverifikasikan.
2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan.Bentuk
penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan
bagan.Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.Oleh
karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun
kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau
bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang
memihak,tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah
menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang
disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga
menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap
berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model
bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu
matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalambentuk yang
sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan
“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang
mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi,sehimgga dapat menarik kesimpulan-

kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan keakuratan data.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Program Pembangunan Di

Desa Alitta Kab.Pinrang

Kerajaan Alita merupakan salah satu dari konfederasi limae Ajatapparang yang
terbentuk sekitar tahun 1523 M, yakni kerajaan Sidenreng, kerajaan sawitto, kerajaan
Suppa, kerajaan rappang dan kerajaan alitta.Desa Alitta dengan aneka ragam
kekayaan yang dimiliki dari segi sejarah, kebudayaan dan infrastruktur. Dan menjadi
tolak ukur pemerintah desa Alitta dari desa —desa lainnya yang ada di kabupaten
Pinrang. Yang dapat menjadi acuan pembangunan di hari-hari berikutnya.

Sebagai perencanaan yang menjabarkan dari RPJMDes maka seluruh rencana
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap
dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi misi desa. Visi
misi desa Alitta disamping merupakan visi misi calon kepala desa terpilih juga di
integrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunan
dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun / Rw sampai tingkat desa.

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Alitta.
Ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang
berkepentingan di desa Alitta sepertipemerintah desa, BPD( Badan permusyawaratan
desa), tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa danmasyarakat
deswa pada umumnya . Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja
wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan visi desa
Alitta adalah  “Meningkatkan sumber daya manusia yang religius dalam
pembangunan desa Alitta sebagai daerah agraris dan destinasi budaya”

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misis-misi yang memuat sesuatu

pernyataan yang harus dilakukan oleh desa agar tercapainya desa yang mandiri.
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Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan
pendekatan partisipatif dalam melihat potensi dan kebutuhan desa Alitta,

sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi desa Alitta adalah :

1. Menjalankan pembangunan fisik yang terterah dan terencana sesuai hasil
musyawarah

2. Melakukan pembangunan non fisik yang berkeseimbangan

3. Berjuang bersama seluruh warga mewujudkan desa Alitta sebagai desa yang
maju dengan potensi yang dimilikinya

4. Membranding desa Alitta menjadi ikon desa adat dan budaya, serta
menjadikan sebagai salah satu destinasi wisata di kabupaten Pinrang.

Tabel 4.1 Hasil Pendataan SDGS 2021

RT/ Dusun Kepala Keluarga Kepala Keluarga Jumlah KK
Laki —laki Perempuan
Dusun Alitta
Rt. 1 107 38 145
Rt. 2 75 36 111
Rt. 3 70 23 93
Jumlah 252 97 349

Dusun Lapakkita

Rt.1 123 35 158

Rt. 2 114 30 144

Rt. 3 80 24 104
Jumlah 317 89 406

Dusun Polejiwa

Rt. 1 10 3 13

Rt. 2 13 3 16

Rt 3 0
Jumlah 23 6 29

Total 592 192 784
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Dusun Jumalah Penduduk | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk
Laki- Laki Perempuan
Dusun Alitta
Rt. 1 210 230 440
Rt. 2 141 165 306
Rt. 3 137 134 271
Jumlah 488 529 1017
Dusun lapakkita
Rt. 1 229 257 486
Rt. 2 210 225 435
Rt. 3 173 162 335
Jumlah 612 644 1256
Dusun Polejiwa
Rt. 1 19 17 36
Rt. 2 28 28 56
Rt. 3 0
Jumlah 47 45 92
Total 1147 1218 2365

Sumber Data: Staf administrasi kantor desa Alitta

Tabel 4.2 Batas wilayah

No Letak Desa/ Kabupaten

1 Sebelah Utara Kelurahan Pammase,kec.Tiroang
2 Sebelah Selatan Desa Makkawaru

3 Sebelah Barat Desa Pananrang

4 Sebelah Timur Kabupaten Sidrap

Sumber Data : Staf administrasi kantor desa Alitta
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Luas Wilayah Menurut Penggunaan Ha
Sawah 570 Ha
Tanah Kering Ha
Luas Perkebunan 720 Ha
Luas pekarangan 255 Ha
Luas Prasarana Umum Lainnya 510 Ha
Tanah Sawah
Sawah Irigasi Teknis Ha
Sawah tadah Hujan 120 Ha
Tanah kering
Tegal/ladang 45 Ha
Pekarangan 255 Ha
Tanah perkebunan 720 Ha
Luas tanaman pangan menurut
komoditas
Jagung 150 Ha
Kacang tanah Ha
Padi sawah 570 Ha
Ubi kayu 1 Ha
Cabe 12 Ha
Hasil tanaman dan luas tanaman buah-
buahan
Mangga 7 Ha
Pisang 8 Ha
Nenas Ha

Sumber data : Kantor desa Alitta
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a. Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan

Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan
oleh internal desa,melainkan juga di sebabkan permasalahan makro baik di tingkat
kecamatan,kabupaten,provinsi maupun pemerintrah. Permasalahn yang terjadi akan
semakin besar manakalah tidak pernah dilakukan identifikasi permaslahan sesuai
sumber penyebab masalah beserta tingkat siginifikasinya secara partisipasif. Ketidak
cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak
langsung menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program Pembangunan

yang pada akhirnya inefiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus
mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi
yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun
sumber daya lainnya, serta memoertimbangkan, antara lain  keadilan gender,
perlindungan terhadap anak, pemberdaya keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin,
warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan
teknologi tepat guna dan sumber daya lokal,pengarusutaman perdamaian,serta
kearifan lokal.

Dilanjutkan dengan pertanyaan penulis terkait, bagaimanakah partisipasi
masyarakat dalam perencanaan program pembangunan di desa Alitta apakah
masyarakat di libatkan dalam proses pembangunan.

“Mulai dari awal yang namanya pembangunan ada yang di katakan
perencanaan yang dimulai dengan merapatkan disitu mulai yang namanya
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan,dalam  proses
pembangunan biasanya ada faktor penghambat seperti pembebasan lahan
karena biasanya masyarakat tidak ingin memberikan lahannya dikarenakan
harga jual yang diinginkan masyarakat tidak sesuai dengan harga jual yang di
tawarkan oleh aparat desa,itulah yang menjadi kendala utama dalam proses
pembangunan desa. Tetapi ada juga yang dapat Kkita berikan penjelasan
dengan baik karena ini adalah hal kepentingan bersama atau kata lain
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kepentingan masyarakat sendiri jadi masyarakat akan menyadari bahwa
betapa pentingnya sebuah keterlibatan dalam proses pembangunan.”>>

Pertanyaan terhadap masyarakat desa alitta, apakah masyarakat terlibat dalam
evaluasi pembangunan desa Alitta

“lya, masyarakat di libatkan dalam evaluasi pembangunan setiap ada rencana
pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sebelum
pelaksanaan dan setelah pelaksanaan masyarakat turut di libatkan.*®

Selanjutnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP desa, evaluasi
pembangunan dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara program dan
kegiatan yang terdapat dalam RKP desa dan APB desa Tahun 2020 dengan
implementasi pelaksanaan pembangunan. Dari analisis tersebut diperoleh beberapa

catatan masalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan kewenangan hak asal usul

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dalam RKP desa
Tahun 2020 melaksanakannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada

perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa

Kewenangan lokal berskala desa dalam RKP desa tahun 2020 belum
terlaksana secara keseluruhan dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang
mengakibatkan perubahan RKP desa dan perubahan APB Desa.

Berdasarkan peraturan desa Alitta nomor 3 tahun 2019 tentang RPJM desa
Alitta tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi
pembangunan jalan desa, peningkatan hasil pertanian melalui pembangunan
infrasturktur jalan tani dan saluran irigasi serta pembenahan BUM desa dan data

profil desa melalui pengembangan sistem informasi. RKP desa sebagai satu kesatuan

*® Muzakkir, A.Md, Sekretaris desa wawancara oleh penulis di kantor desa Alitta 8 Februari 2022
% Satria Masyarakat desa Alitta wawancara oleh penulis di desa Alitta 8 februari 2022
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mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan
prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi renca kecamatan dan
ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan
daerah tahun berikutnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP desa merupakan
dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya
dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan
semangat gotongroyong. RKP desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan
pembangunan bagi pemerintah desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB desa
tahun anggaran bersangkutan. Rancanagan RKP desa disusun oleh pemerintah desa,
dibahas dan disepakati olen pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam
musrenbang desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa
ditetapkan oleh kepala desa selanjutnya diundangkan dalam lembaran desa oleh

sekretaris desa.
Dasar Hukum

1. Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan Nasional ( Lembaran negara republik Indonesia tahun 2004
nomor 104)

2. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( lembaran negara republik
Indonesia tahun 20014 nomor 7)

3. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ( Lembaran negara republik
indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara republik
Indonesia nomor 4593)

4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan.tatacara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
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daerah ( Lembaran negara republik Indonesai tahun 2007nomor 82, tambahan
lembaran negara republik Indonesai nomor4737

Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik
Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara republik
Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 ( Lembaran negara
republik Indonesai tahun 2019 nomor 41)

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara ( lembaran negara republik
Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan lembaran negara republik
indonesia nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 ( Lembaran negara republik

indonesia tahun 2016 nomor 57 ).

Tabel 4.4 Nama tim penyusun rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa)

No Jabatan dalam
Nama Jabatan Tim

1 Iskandar Ari Kepala Desa Pembina
2 Muzakkir, A.Md Sekretaris Desa Ketua

3 H.Bennung Ketua LKD Sekretaris
4 Muh Ashar Amin Kepala Dusun Alitta Anggota
5 Latti japareng Kepala Dusun Lapakkita Anggota
6 H. Relleng Kepala Dusun Polejiwa Anggota
7 Kamaria Tokoh masyarakat Anggota
8 Rahman Tokoh masyarakat Anggota
9 Darwin Tokoh masyarakat Anggota
10 Rahman sakka Tokoh masyarakat Anggota
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11

Hamida

KPM

Anggota

Sumber data: Kantor Desa Alitta

Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Diera otonomi

daerah masyarakat di masing-masing desa di tuntut untuk siap dalam menghadapi

beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis

menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.>” Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah Swt menciptakan manusia sebagai

makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya

sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan

saling membantu agar manusia tidak sombong dan arogan.

Sejalan dengan pertanyaan penulis kepada ketua LKD desa Alitta yakni bapak

H.Bennung bahwa bagaimana peran kepala desa Alitta dalam Pelaksanaan

pembangunan.

“Peran kepala desa Alitta dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah
berpengaruh dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, menurut bapak
H.Bennung ketua LKD(lembaga kemasyarakatan desa) peran kepala desa alitta
saat ini sudah bagus di bandingkan dengan kepala desa sebelumnya beliau
mengatakan sekitar 90% program pembangunan berhasil tapi memang ada
beberapa program kerja yang belum tercapai. Meski begitu menurut bapak
H.Bennung kepala desa Alitta pada saat ini sudah cukup baik, diantara

pembangunan- pembangunan yang terlaksana yaitu”

Tabel 4.5 Hasil Pembangunan

No Nama Pembangunan Jumlah
1 Jembatan 1

2 Posyandu 1

3 Pasar desa 1

4 Tempat pelelangan Ikan 1

5 Polindes 1

" Wisnu Indrajit, dkk, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Jakarta : Instans Publishing,
2014), h. 80.
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6

Pustu 1

7

Perawatan saluran irigasi

Sumber data :Kantor desa Alitta

“Bapak H. Bennung selaku ketua LKD mengatakan peran kepala desa sudah
cukup baik, bagi beliau yang sudah cukup lama sebagai ketua lembaga
kemasyarakatan, kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya
mensejahterakan masyarakat sudah bagus,baik dalam pembangunan
infrakstruktur maupun pemberdayaan masyarakat,adanya keterbukaan kepada
masyarakat mengenai aturan-aturan dan program yang akan dijlankan benar-
benar dilakukan “*®

Selanjutnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan Bapak Iskandar Arif selaku kepala desa dalam menjalankan perannya

sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat

beliau menjelaskan bahwa beliau mengadakan hal-hal meliputi :

1. Musren yaitu musyawarah desa antar dusun untuk menjamin aspirasi
perdusunan,agar adanya keterbukaan antara masyarakat dan aparat pemerintah
desa agar dengan mudah mengetahui apa yang sedang dirasakan
masyarakatnya dan apa yang diinginkan masyarakatnya

2. Meratakan alokasi dana desa dengan baik supaya seluruh masyarakat dapat
merasakan hak yang harus diterima dan mendapatkan timbal balik dari apa

yang mereka harapkan

“Menurut bapak Iskandar arif selaku kepala desa sama halnya yang dikatakan
bapak muzakkir selaku sekretaris desa faktor pengahmbat dari sebuah
pembangunan vyaitu sulitnya akses pembebasan lahan, serta terlambatnya
pencairan dana desa. Bapak iskandar arif mengatakan dalam menjalankan
perannya dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan
masyarakat tentu saja tidak hanya dari beliau sendiri akan tetapi dari pemerintah
desa yang ikut serta dan bekerjasama dalam menjalankan dan mengurus tugasnya
masing-masing serta ada faktor besar yang sangat mempengaruhi dalam
pelaksanaan pembangunan itu sendiri yaitu faktor dari masyarakat desa Alitta.
Dimana masyarakat yang sangat antusias mendukung dan mempercayakan

5

8 H. Bennung, Ketua LKD wawancara oleh penulis di desa Alitta 9 februari 2022
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apapun yang diusulkan oleh beliau selaku kepala desa, partisipasi masyarakat
yang tinggi dan sering mengadakan gotong royong sebagai upaya mensukseskan
dan mendukung apapun yang diperintahkan oleh pemerintahan desa.”®

Dalam Undang undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d)
menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikut sertaan masyarakat
untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana
pembangunan. Dengan demikian partisipasi masyarakat mempunyai peran yang
sangat pentig untuk mendorong proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.®

Musyawarah Pembangunan desa (Musrenbang) merupakan suatu forum terbuka
pihak yang bersama-sama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan
pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi,
rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemangku kepentingan pemerintah dan
non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama tentang proritas kegiatan
pembangunan dan anggaran. Berdasarkan undang undang desa musyawarah desa
diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. Musyawarah desa dilakukan antara
badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat berdasarkan
permendagri nomor 114 tahun 2014, diselenggarakan oleh badan permusyawaratan
desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategi. Seperti yang dilakukan oleh
pemerintah desa Alitta melakukan musrenbang membahas mengenai rancangan dan
penetapan RKP desa yang bertindak sebagai narasumber adalah bapak kepala desa
kegiatan musrenbang ini membahas dan menyepakati rancangan RKP desa.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat desa

alitta, apa arti partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

“Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat
berarti bagi kami masyarakat desa, seperti dalam musyawarah yang dilakukan

>% |skandar arif, Kepala Desa Alitta wawancara oleh penulis di kantor Desa Alitta 9 februari 2022
% Moc. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat
(Malang: setara press, 2014), h. 20-21.
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oleh pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dalam hal ini kami merasa
pemerintah desa sangat terbuka mengenai hal-hal dalam pembangunan desa”®*

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hubungan antara
perencanaan dan pelaksanaannya cukup erat. Masalah pelaksanaannya sudah cukup
dipertimbangkan dalam menyusun rencana hal ini agar terdapat jaminan yang lebih
besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran dan rencana itu. Oleh sebab
itu, rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. Pembangunan meliputi pengaruh
daya dan dana administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program
pembangunan. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan
partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemanfaatan
dana desa di Desa Alitta. Selain itu proses partisipasi dapat dilihat dari keaktifan
masyarakat dalam ikutserta melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan
cagar budaya bujung lapakkita dimana masyarakat turut dalam proses pemugaran.
dalam kegiatan pembuatan pembangunan untuk menunjang setiap program

pembangunan di Desa Alitta.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga secara gotong royong dan
sumbangan uang atau material serta keahliannya, merupakan bentuk dukungan sosial
masyarakat dalam menerima hasil pembangunan secara bertanggung jawab.

Musrenbang merupakan ajang dimana setiap masyarakat secara individual
diberikan ruang dalam menyampaikan semua gagasan dan ide yang ada di dalam
masyarakat Alitta, tidak hanya dituntut untuk mengutarakan sebuah gagasan, mereka
juga dituntut untuk berani melakukan penolakan jika bagi mereka sebuah ide atau
gagasan tidak elevan untuk dilaksanakan, Musrenbang memberikan ruang bagi
masyarakat desa Alitta untuk melakukan pengawasan terhadap ide atau gagasan.
Pengawasan masyarakat membantu pemerintah dalam mengerjakan projek-projek
selanjutnya baik projek yang sudah berjalan dan yang akan berjalan dilakukan dengan

baik dan sesuai dengan keputusan dan hasil yang dinanti oleh masyarakat.

%! Hajra , masyarakat desa alitta wawancara oleh penulis 10 februari 2022
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Dari Hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan dapat penulis
simpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan hingga
terlaksananya suatu pembangunan turut dilibatkan mulai dari awal perencanaan,
musrenbang hingga penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa).
Partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam proses pembangunan agar
terciptanya kesejahteraan masyarakat desa dan terwujudnya desa yang bersinergi.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan
oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk

saling bekerja sama membangun desa.

Tingkatan Sinergitas mengenai kerjasama antara masyarakat dan kepala desa
dalam membangun desa Alitta,lebih lanjut penulis mendapat jawaban dari hasil

wawancara yang di lakukan terhadap beberapa narasumber

“Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk,mulai dari yang berupa
keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang
sifatnya tidak langsung berupa sumbangan dana,tenaga,pikiran,maupun
pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.”®

“Kerjasama antara masyarakat dan kepala desa mulai dari penyusunan
perencanaan sampai pada perumusan  program-program pembangunan
melalui diskusi selalu melibatkan masyarakat™®

“Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah
mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan sampai pada monitoring dan
evaluasi merupakan daya dorong guna meningkatkan kerjasama antara
masyarakat dan kepala desa serta pemerintah desa”**

“Partisipasi sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan
publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan
diri dalam proses pembangunan. Kerjasama antara masyarakat dan kepala
desa dalam pembangunan Desa Alitta pada praktiknya sudah baik, dilihat dari
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.”®

°2 Sarifuddin,Masyarakat Desa Alitta wawancara pada tanggal 28 Juni 2022

%3 Muskin Rahim Anggota BPD Alitta wawancara pada tanggal 28 Juni 2022

* A.indarwati Staf Kantor Desa Alitta wawancara pada tanggal 28 Juni 2022

% Muzakkir, A.Md, Sekretaris desa wawancara oleh penulis di kantor desa Alitta 28 Juni 2022
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“Untuk pelaksanaan pembangunan Desa Alitta upaya mutlak yang dilakukan
pemerintah desa dalam meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan
pemerintah desa dengan meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa.”®

Kerjasama yang terjalin anatara masyarakat dan Pemerintahan desa di
buktikan berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan seperti

Gambar 4.1: Kerjasama masyarakat dan Kepala Desa

Bentuk Kerja Sama | Waktu Pelaksanaan Dokumentasi
Pengelolaan 11 November 2021 | R
pembangunan mata air
salompang
Pembangunan 6 Desember 2021

Infrastruktur desa

Pembebasan Lahan | 20 Februari 2022
TPU

Sumber : Staf Kantor Desa Alitta (Indarwati)

Penyusunan

Persiapan Rancangan Pelaksanaan
Kerjasama

Hal Pertama yang harus disiapkan oleh kepala desa adalah inventarisasi
bidang/potensi yang akan dikerjasamakan kemudian disusun dalam prioritas dan

% patonangi S.kom Wakil Ketua BPD desa wawancara oleh penulis tanggal 28 Juni 2022
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dibahas dalam musyawarah yang diselenggarakan Oleh BPD.Dalam Musyawarah
desa tersebut dapat menyepakati atau tidak untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya
Pemerintah Desa melakuan Penyusunan kerjasama kepada masyarakat melalui
Musyawarah,melalui musyawarah kepala desa menerima masukan dari masyarakat,
Kemudian setelah melakukan musyawarah maka selanjutnya tahap pelaksanaan dan
memutuskan kegiatan yang tertuang dalam musyawarah desa.Dari hasil Observasi
langsung kegiatan kerjasama yang dilakukan masyarakat dan kepala desa Alitta
adalah pengelolaan mata air salompang dimana dalam melakukan kerjasmaa tersebut
telah melalui tahap persiapan,penyusunan rancangan Kkerjasama serta tahap
pelaksanaan.

Gambar 4.2 : Tahapan,penyusunan, dan pelaksanaan pembangunan

Persiapan Penyusunan Rancanagan | Pelaksanaan

Kerjasama

2is (L5

Musrembang(Musyawarah Penyusunan rancangan 11 November 2021

Rencana Pembangunan Desa Kerjasama

Sumber : Staf kantor Desa Alitta (Indarwati)

Dari hasil Observasi beserta wawancara terhadap beberapa narasumber
mengenai tingkatan sinergitas kerjasama antara masyarakat dan kepala desa dalam
membangun desa Alitta bahwa, antara masyarakat dan kepala desa sudah dapat
dikatakan bersinergi yaitu kerjasama yang menghasilkan keseimbangan yang
harmonis sehingga menghasilkan sesuatu yang optimum.

Konsistensi pengembangan Desa harus didukung dengan komitmen,kesadaran
serta partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan
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desa,sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat.Secara umum
keberhasilan pengembangan Desa akan sangat tergantung kepada kemampuan
aparatur pemerintah Desa serta segenap komponen vyang terkait dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa,dalam memahami dan memanfaatkan berbagai
potensi yang dimiliki.Tingkat keberhasilan pencapaian hubungan kerjasama antara
masyarakat dan pemerintah desa tergantung dari bagaimana kepala desa serta
jajarannya dalam mengatur masyarakatnya.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan,inisiatif dan kreatifitas dari
anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia
yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu
partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif juga
keterlibatan dalam proses penentuan arah,strategi kebijaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah.Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari

pembangunan tetapi merupakan bagian dalam proses pembangunan.

B. Upaya Pemerintah Desa Alitta dalam Menerapkan Undang undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bahwa berdasarkan Undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa, desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lainselanjutnya disebut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untung mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan

republik Indonesia.

Landasan  pemikiran  dalam  pengaturan mengenai desa  adalah
keanekaragaman,partisipasi,otonomi asli,demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.
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Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana bahwa desa berwenang
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada
di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang
matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang

berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia
nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43
Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 Tahun 2014
Tentang desa, peraturan pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintah yang
baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh
Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum,
tertip penyelenggaraan pemerintahan, tertip kepentingan umum, keterbukaan,
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman
serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai nilai
kebersamaan ,kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian

sosial dan keadilan sosial.

Peraturan pemerintah ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah
daerah,masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan
penyelenggara desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa,yakni” Terwujudnya desa yang maju,mandiri dan sejahtera tanpa

harus kehilangan jati diri.

Rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya disebut RKP desa merupakan
penjabaran dari RPJ desa untukmjangka waktu 1 tahun yang memuat rencana
penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan,pembinaan masyarakat

dan pemberdayaan masyarakat.
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Undang undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa secara jelas menempatkan
desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki
kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan
mengurus kepentingan komunitas/masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat. Selain itu secara politis desa mempunyai posisi sebagai bagian dari negara
kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil yang
mempunyai hak otonomi untuk mengatu sendiri daerahnya sesuai dengan budaya,asal
usul dan adat istiadatnya yang berkembang di desa tersebut. Otonimi yang ada di desa
masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindingi dan dihormati keberadaannya.
Dan dengan pengesahan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan desa atau desa adat telah dijunjung dan
dihormati agar tetap dijaga eksistensinya di tengah kemajuan jaman.

Makna desa berdasarkan pasa 1 Undang undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa
disebutkan bahwa desa atau yang disebut nama lain,selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesai.

Lahirnya Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai
proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi
objek pembangunan baik dari kabupaten maupun pusat. Dengan dibuktikannya
penerapan asas recognisi dan asa subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam

mewujudkan kemandirian desa tersebut.

Secara subtansial Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa mengatur
mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa,
penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa masyarakat desa.

Sebagai peraturan yang baru undang-undang desa ini sennatiasa diikuti dengan
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perubahan atau perkembangan yang disesuaikan dengan globalisasi dan modernisasi
sepertinyang ada saat ini. Tentunya pemberlakuan peraturan desa tersebut juga akan
memberikan impilikasi positif dan negatif pada pemerintahan desa. Dampak
positifnya salah satunya adalah sebagai wujud nyata pengakuan terhadap keberadaan
desa di tengah era globalisasi dan dampak negatifnya adalah kecenderungan sumber
daya desa dan sumber daya manusianya yang tidak mampu akan mengakibatkan
masyarakat desa dan pemerintah desa akan semakin terpuruk yang terkesan di
paksakan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang menyatakan bahwa

“Adanya Undang undang desa menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi
setiap desa, karena undang undang ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan
dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa,maka dengan adanya
undang undang nomor 6 tahun 2014 menjadi dasar hukum yang jelas bagi
setiap desa, bahkan undang undang ini secara yuridis dapat dikatakan bersifat
strategis bagi kemajuan,perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa
dan peranan aparatur desa.”®’

Dari hasil uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa lahirnya Undang undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa inti utama kebijakannya adalah diakuinya.
Dengan demikian desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya. Hal ini
merupakan angin segar bila regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik.
Undang undang tersebut mengatur tata kelola pemerintahan desa,baik
perangkat,masyarakat,pemerintah  desa memiliki kewenangan tinggi dalam

pengembangan desa.

%7 Iskandar Arif, kepala desa Alitta di Desa Alitta wawancara pada tanggal 28 Juni 2022



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (Field Research) dan setelah
penulis menganalisa dan menguraikan hasil pembahasan, maka penulis mengambil

kesimpulan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Alitta dapat dilihat dari
awal mulai proses penyusunan RPJ hingga terjadinya suatu pembangunan di desa
alitta masyarakat turut dilibatkan.Keterlibatan pelaksanaan pembangunan di tingkat
desa alitta pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
pemerintah dan masyarakat desa untuk saling bekerja sama membangun
desanya.Dukungan dari pemerintah Desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif
kepada masyarakat Desa Alitta sehingga menciptakan kerjasama yang bersinergi.
Peningkatan Partisipasi melalui kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari
dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan Desa serta sikap

pemerintah Desa yang transparan dan akuntabel.

Lahirnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa diberi
kewenangan penuh mengelola sumber daya. Hal ini merupakan angin segar bila
regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Undang undang tersebut mengatur
tata kelola pemerintahan desa,baik perangkat,masyarakat,pemerintah desa memiliki

kewenangan tinggi dalam pengembangan desa.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai
sinergitas partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Alitta

maka penulis mengajukan saran yaitu.

1. Diharapkan antara masyarakat dan pemerintah desa Alitta tetap menjaga
komunitas agar hubungan dalam program-program Pembangunan yang akan
dijalankan dapat berjalan dengan sukses,dengan adanya dukungan dan
kerjasama dari masyarakat

2. Diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan memaksimalkan info-info
dan komunitas dari luar mengenai pembangunan yang berpotensi menjadi aset

desa.



DAFTAR PUSTAKA

Al’Quranul Karim

Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa
Auladuh, 1962), Juz IV.

Al-Maraghi, A. M. Tafsir Al-Maraghi Jilid 25. Beirut: Dar al-Kutub. (2006).

Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf Quantum Tauhid. Bandung: MQS
Publishing.2010.

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,
2008).

Britha Mikkelesen, Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah
Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia,1999).

Buyamin,Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Quran Anilisis fighi siyasah Vol.10 No.1,
Januari2017.

Drs. Moch. Solehkan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi

masyarakat, Malang: Setara Press, 2014.

Dudung, A. Musyawarah dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Tafsir Tematik. AlDaulah,
(2014).

Dzajuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah (Jakarta, Kencana: 2017)

Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers,
2011).



Febry Nur fauzi’Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses
Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta,” (Skripsi Sarjana ;Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Fakultas lImu Sosial Dan Humaniora,2018)

Hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Turmuzi dengan bunyi matn: lam yakun ahad
aksar masytirah i ashabih min rastlillah sallallah ‘alaih wa sallam. Lihat Ab1

‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah,Sunan al-Turmuzi(Bairut: Dar al-Fikr,

1988), Juz IV.

Hidayat, A. Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an. ADDIN, 9(2).
(2015).

[Imu Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 5, 2015 : 1605 -1619.

Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari
Pemikiran Menuju Penerapan, ( Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press,
2007).

Ismail Umar,Ade M Yuardani, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat, Administrasi Bisnis: Politeknik Negeri
Pontianak,2013.

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya.

M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa Cet. I, Jakarta: Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia, 2015.

Moch Musoffa Ihsan, Ketahanan Masyarakat Desa, Cet. I; Jakarta: Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia, 2015.



Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1.

Nata Irawan Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa Jakarta:Yayasan Pustaka
Obor indonesia,2017.

Nata, Abuddi, Metodologi Study Islam, (Jakarta:Rajawali Press, 2009)

Ni’matuzahroh dkk, Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi, (Ce. I, Malang:
UMM Press), 2018.

Noval Datunsolang,Peran Sangadi Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan,Uin Suska Riau.

Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Desa Partisipatif, (Yogyakarta : Graha limu,
2006), Cetakan Pertama.

Said Agil Husain al-Munawwar, al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki
Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Said Agil Husain al-Munawwar,al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki.

Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, 2018.

Sugiman,Pemerintahan Desa,Fakultas Hukum Universitas Surya darma, VVol. 7 No. 1,
Juli 2018.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014).

Sutrisno  Purwohadi Mulyono, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca
Pemberlakuan UU No .6 Tahun 2014 Tentang Desa, Semarang: Gunung Pati,
2014.



Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Yogyakarta,
Ombak: 2014).

Terry Tresna Purnama’lmplementasi Sinergitas Dan Kemitraan Insan,’(SKripsi
Sarjana STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,2019)

Yuni Kuryinati’Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa
Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara’, (Skripsi

Sarjana;Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwa Dan
IImu Komunikasi,2019)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



\



Vil



VIl









Xl



Xl



X



XV



XV



Wawancara Dengan Bapak Muzakkir Selaku Sekretaris Desa Alitta

XVI



Wawancara Dengan Ibu Indarwati

XVII



WawancarA Dengan Masyarakat Desa Alitta Ibu Satria

XVIII



BIOGRAFI PENULIS

Sri Rahayu lahir di Pinrang, Kecamatan
Patampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 13
Juni 1999. Anak ke 1 dari 3 bersaudara dari
pasangan suami istri Bapak Hamka dan Satria
penulis memulai pendidikannya di SDN 183
Teppo, Kabupaten Pinrang lulus pada tahun 2011,
selanjutnya penulis, melanjutkan pendidikannya di
SMPN 2 Pinrang kabupaten Pinrang lulus pada
tahun 2014. Setelah lulus SMP  penulis
melanjutkan pendidikannya di SMAN 1 Model
Pinrang lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis
melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1)
di institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

XIX



